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Abstrak : Perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan, bardasarkan 
surat Kepolisian No. SKET/17/VI/2014/ RESKRIM, tentang perlindungan 
hukum terhadap istri di atur dalam beberapa peraturan perundang-
undangan antara lain, kitab undang-undang hukum pidana pasal 356 
KUHP, dalam undang undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) pasal 
24 PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf d dan  undang-undang 
penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang- undang No 23 
Tahun 2004). Dan secara menyeluruh bentuk perlindungan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diatur dalam undang-
undang No. 23 Tahun 2004. Serta Peranan aparat penegak hukum 
melakukan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana 
kekerasan sesuai dengan perbuatan masing-masing kasus KDTR. 
Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHAP. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. 
Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), 
penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik 
sedaerah hukum. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh 
pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan 
menjatuhkan sesuai dengan ketentuan pidana. 
 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Rumah Tangga,  
 Minuman Keras. 
 
PENDAHULUAN 
Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu yang 
mengglobal (the celebrated issues).Masyarakat internasional begitu peka 
(responsive) dengan berbagai kekerasan yang terjadi dalam rumah 
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tangga akibat minuman keras baik terhadap perempuan maupun anak-
anak tidak terkecuali juga orang-orang dalam lingkup rumah tangga demi 
keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang berbahagia, aman, 
tenteram,dan damai. 
Berbagai instrumen hukum internasional yang mengindikasikan 
perang terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti 
Universial  Declaration of Human Rights (Deklrasi Umum Hak Asasi 
Manusia, DUHAM) yang dalam salah satu bagian pembukaan 
menegaskan adanya: “Asas tidak diperkenankan  diskriminasi dan 
pertanyaan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam 
martabat dan hak-hak, setiap orang berhak atas hak-hak dan kebebasan 
yang ditanyakan didalamnya tanpa pembedaan apapun termasuk 
pembedaan yang didasarkan atas jenis kelamin”. Instrumen Hukum 
Internasional tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women), disebut sebagai Konvensi Perempuan 
sekarang disebut juga sebagai  Konvensi KEDAW atau CEDAW saja yang 
disetujui untuk penandatanganannya, ratifikasi dan akseksi , dengan 
Resolusi Majelis Umum  PBB 34/180 pada tanggal 18 Desember  1979 
menyatakan “para negara peserta Konvenan Internasonal tentang Hak 
Asasi Manusia mempunyai kewajiban untuk menjamin kesamaan hak laki-
laki dan perempuan untuk menikmati semua hak politik, budaya, social, 
sipil dan ekonomi”. Diantara perjanjian HAM internasional , Konvensi 
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Perempuan merupakan konvensi  tentang perlindungan dan penegakkan 
hak-hak perempuan yang paling konprehensif, dan sangat penting karena 
menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari 
sebagian jumlah penduduk dunia. Konvensi perempuan secara 
komprehensif memberikan rincian mengenai persamaan hak perempuan 
dan laki-laki, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.2 
Instrument hukum tersebut masih harus diuji dengan kondisi 
politik, sosial , ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia, dan salah 
satu kultur yang menguat pada masyarakat Indonesia adalah budaya 
“patriarkhi” dan masi menguatnya ideologi  gender. Oleh karena itu upaya  
pergerakan anti kekerasan dalam rumah tangga memang harus terus 
dilakukan terutama dalam menerobos keperkasaan patriarkhi dan gender, 
termasuk model penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui 
proses peradilan pidana. 
Perempuan korban perkosaan (kemudian hamil), perempuan 
korban penganiayaan fisik (mengakibatkan cacat fisik seumur hidup), atau  
perempuan korban perlakuan psikis-emosional (diterlantarkan, diceraikan 
tanpa alasan yang sah, dilecehkan harkat dan martabatnya), kesemua  
kasus seperti ini hendaknya tidak dipandang sebagai “privat problem”  
atau “tabu”  sehingga model penyelesaiannya pun penyelesaian secara 
kekeluargaan dan kasus dipetieskan (dianggap tidak pernah ada) 
                                                             
2 Sulistyowati Irianto (ed), perempuan dan hukum menuju hukum yang 
berperspektif kesetaraan dan keadilan , yayasan obor Indonesia , 2006, h.84-85 
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sementara itu perempuan terus membawa derita yang berkepanjangan 
seumur hidupnya. 
Sementara itu pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga 
adalah minuman keras, maraknya peredaran minuman keras ( MIRAS) 
merupakan fenomena sosial yang akhir-akhir ini banyak menjadi obyek 
pembicaraan oleh beberapa kalangan dan akademisi. Yang mana dari sisi 
kesehatan, mengkomsumsi minuman keras secara berlebihan akan 
mengakibatkan kerusakan pada beberapa organ tubuh manusia serta 
dapat mengakibatkan ketergantungan (alkohlik). Namun yang lebih 
beresiko adalah terjadinya anarkis akibat meminum alcohol tersebut, salah 
satu akibatnya adalah sering terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga.Yang mana korbanya adalah istri atau anak maupun anggota 
keluarga lainya. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) adalah 
salah satu wujud usaha pemerintah dalam rangka melindungi orang-orang 
dalam lingkup rumah tangga menjadi korban kekerasan atau diskriminasi 
yang dilakukan oleh orang dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi, 
ironisnya kekerasan dalam rumah tangga terutama yang dilakukan oleh 
suami terhadap perempuan (isteri) kerap masih banyak terjadi  bahkan 
meningkat seiring dengan makin maraknya media-media baik media 
elektronik maupun media massa memberikan kekerasan dalam rumah 
tangga. 
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Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah kekerasan dalam 
rumah tangga, dengan menganalisis perlindungan hukum secara yuridis 
bagi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat minuman keras, serta 
peranan aparat penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap 
kekerasan dalam rumah tangga akibat miras di Kota Jayapura. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISI 
Tinjauan Umum Kekerasan  
Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta 
norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada 
tindak kekerasan apalagi telah  mencederai fisik, melukai perasaan atau 
menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.3 
Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi 
dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada 
anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota 
keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab 
terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling 
dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih 
berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, 
                                                             
3 Diana Ribka, Pangemaran, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan 
Dalam Keluarga, , Program Studi Kajian Wanita Program Pasca SarjanaUniversitas 
Indonesia, 1998 
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latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan 
sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap 
sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena 
status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri.4 
 
Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan 
perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan 
kerusakan fisik.Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan 
yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur 
yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak 
yang dilukai.5 
Kata kekerasan sepadan dengan kata “violence” dalam bahasa 
Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik 
maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata 
kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya 
menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian 
violencesama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada 
kekerasan fisik maupun psikologis. 
                                                             
4Sri Wahyuningsih, Kajian Kriminologis Kekerasan Terhadap isteri dalam 
Rumah 
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, P.N. Pustaka, Jakarta, 1991, h. 484 
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Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan 
terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan 
hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan 
pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan 
dalam rumah tangga dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang 
kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh 
Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau 
mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah 
menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun 
berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak 
milik.6 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 
1 disebutkan: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dan lingkup rumah tangga.7 
Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan 
dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun 
psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga 
                                                             
6Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta kriminologi(Cet.1;Babdung: 
PT.Eresco, 1992),h. 55  
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekeresan Dalam Rumah Tangga (t.t: Lima Bintang, t.th),h.3  
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yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, 
atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun 
demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak 
oleh sang suami. 
 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bagian khusus dari 
hukum pidana. Dikatakan khusus karena tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang ini 
tergolong masih baru. Lahirnya undang-undang ini berasal dari 
keperihatinan bangsa Indonesia atas maraknya kekerasan dalam rumah 
tangga yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam 
KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditanganai secara hukum, di 
samping itu kesulitan-kesulitan dalam hal penangan KDRT juga timbul 
akibat pemahaman yang sempit yaitu masalah keluarga merupakan hal 
yang tabu untuk dibicarakan.8 
Asumsi bahwa masalah keluarga tabu untuk dibicarakan terlebih 
hal tersebut harus mendapatkan penanganan hukum merupakan salah 
satu pendorong bagi timbulnya tindak pidana kekerasan dalam rumah 
tangga, pada hal ada sejumlah hak yang merupakan bagian dari hak 
                                                             
8mazhabpakupatan.blogspot.com. di unduh pada tanggal  22 april 2014, jam 
20.00 wit 
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hidup seseorang yang harus dihormati dan dilindungi, hak hidup ini juga 
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan atas hak 
tersebut merupakan hal yang semestinya dilakukan agar hak dan 
kewajiban dapat dijalankan secara berimbang, dalam kaitan ini 
Anonymous memaparkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang 
masih menganut paham ketimuran di mana rahasia rumah tangga 
pantang untuk diceritakan membuat sebagian korban tindak kekerasan 
dalam rumah tanga enggan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah 
tangga.9 
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak selalu 
menempatkan perempuan sebagai korban, ada kalanya lelaki yang justru 
menjadi korban KDRT. Peraturan mengenai KDRT ini di dalam undang-
undang juga mencakup bukan keluarga, mereka yang bekerja di dalam 
sektor rumah tangga juga menjadi bagian dari perlindungan undang-
undang yang mengatur tentang KDRT. 
Rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT, termaktub 
di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama 
perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 
                                                             
9 Hasbianto, Elli N., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang 
Tersembunyi, 
 
Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah…... Puspita Nirmala 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2014 259 
 
 
Jika diperhatikan dengan seksama maka, undang-undang 
mengenai KDRT, ini mencakup pelaku dan korban serta jenis-jenis tindak 
pidananya.Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut 
mengandung unsur-unsur “setiap orang dan dalam lingkup rumah 
tangga”.Unsur ini mencerminkan bahwa pelaku maupun korban dalam 
KDRT terdiri dari ayah, ibu, isteri, suami, anak, keponakan, sepupu, 
paman, mertua, majikan dan pembantu.10Jenis Tindak Pidananya sendiri 
dapat digolongkan dalam hal : 
1. Yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan  rasa sakit, jatuh sakit 
seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, 
melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau, 
pecahan kaca) bahkan membakar, adapun bentuk-bentuk terbagi 
menjadi Kekerasan Fisik Berat dan Kekerasan Fisik Ringan. Kekerasan 
Fisik Berat atau bisa disebut Dengan panganiayaan berat seperti 
menyundut, menendang, memukul, melakukan percobaan 
pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang 
mengakibatkan luka berat, pingsan, menderita sakit lumpuh, kehilangan 
salah satu panca indera, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, 
matinya korban, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, 
luka berat pada tubuh korban dan/atau luka yang sulit disembuhkan 
dan/atau yang dapat menimbulkan bahaya mati, mendapat cacat, 
gugurnya atau matinya kandungan seoarang perempuan. Kekerasan 
                                                             
10Lembar Info LBH Apik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Edisi 5 tahun 
1997, Cetak ulang 2003. 
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Fisik Ringan berupa menampar, menjambak, mendorong dan lainnya 
yang mengakibatkan rasasakit dan luka tubuh yang tidak masuk dalam 
kategori berat, luka ringan. Kekerasan fisik ringan yang dilakukan 
secara berulang-ulang dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan 
fisik berat. 
2. Kekerasan Piskis, seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata 
kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman, ucapan merendahkan dan 
lain sebagainya. Kekerasan pisikis juga digolongkan dalam dua 
kategori yaitu, kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan Fisik 
Berat, misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau 
destruksi diri, gangguan funsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta 
tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, 
ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis 
ringan misalnya, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, 
ketakutan, gangguan tidur atau gangguan makan, fobia, gangguan 
fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala, ganguan pencernaan tanpa 
indikasi medis. 
3. Kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan hubungan seks, 
pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat 
atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, 
pemaksaan hubungan sek dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual terbagi atas 
kekerasan seksual berat dan ringan. Kekerasan seksual berat, berupa 
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pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, pemaksaan 
hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau 
menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban, atau pada 
saat korban tidak menghendaki, pelecehan seksual dengan kontak fisik, 
seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa dan 
lain sebagainya. Kekerasan seksual ringan, gurauan porno, siulan, 
ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak 
dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban. 
Kekerasan seksual ringan jika dilakukan berulang-ulang termasuk 
kekerasan seksual berat. 
4. Kekerasan Ekonomi, yaitu tidak memberikan kehidupan, nafkah, 
perawatan atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga. 
Bentuk kekerasn ekonomi digolongkan ke dalam kekerasan ekonomi 
berat dan ringan. Kekeras ekonomi berat misalnya, tindakan ekpolitasi, 
manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi (misal, mengambil 
tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan/atau 
memanipulasi harta benda korban, melarang korban bekerja tetapi 
menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif 
seperti pelacuran), kekerasan ekonomi ringan misalnya, melakukan 
upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak 
berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 
 
Pengertian Minuman Keras 
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Minuman keras (miras) atau minuman beralkohol bukan merupakan 
minuman yang baru saja ada,sejak ribuan tahun yang salim minuman 
keras atau minuman beralkohol ini sudah ada. Istilah alcohol bersal dari 
bahasa arab“al-Kuhol”. Dalam praktek istilah tersebut sering digunakan 
untuk menyebut suatu bubuk sangat halus yang biasa dipakai untuk 
bahan kosmetik khususnya eyeshadow  (kosmetik untuk mata). 
Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 1997 
tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol memberikan 
pengertian bahwa: yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam 
keputusan presiden ini adalah minuman yang diproses  dari bahan hasil 
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi yang 
dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara 
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan 
lain  atau tidak,  maupun yang diproses dengan cara mencampur 
konsentrat dengan alcohol atau dengan cara pengeceran minuman 
beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung 
ethanol. 
Selaras dengan bunyi pasal diatas, perumuskan pasal 1 butir 1 
keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor. 
359/Mpp/Kep/10/1997 tentang pengawasan dan pengedalian produksi, 
imfor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Jo pasal 1 butir 1 
keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 
360/Mpp/Kep/10/1997 tentang tata cara pemberian surat ijin usaha 
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perdagangan minuman beralkohol, memberikan pengertian bahwa: 
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan 
cara fermentasi dan detilasi atau fermentasi tanpa detilasi,  baik dengan 
cara memberikan perlakuan terlebi dahulu atau tidak, menambahkan 
bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur 
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman 
dengan ethanol. 
Menurut Anton Apriyantono, “minuman keras atau minuman 
beralkohol adalah minuman yang dibuat dengan cara fermentasi dengan 
menggunakan sumber karbohidrat sebagai substrat, atau minuman yang 
sengaja ditambahkan alkohol kedalamnya”11 
 
Perlindungan Hukum Secara Yuridis Terhadap Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga Yang Diakibatkan Miras Di Kota Jayapura. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka pada bagian ini 
dapat disajikan data tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang berkaitan dengan minuman keras dan telah diperiksa oleh 
penyidik POLRESTA JAYAPURA selama periode bulan Juni 2010 sampai 
dengan Bulan Mei 2014, sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1. 
                                                             
11Anton Apriyantono, Tinjauan Kritis Status Kehalalan Alkohol ( Ethanol ), 
Institut Pertanian Bogor, 23 Juni 2001, hal2 
 
Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah…... Puspita Nirmala 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2014 264 
 
 
Penerapan Aturan Hukum Tindak pidana Kekerasan Terhadap 
Perempuan 
 
NO Jenis Kasus KUHP 
UU No 23 
Tahun 2004 
UU No 23 
Tahun 2002 
 1 Kekerasan Fisik 
- Penganiayaan 
 
351-356 
Pasal 44  
Pasal 80 
2 Kekerasan Psikis  Pasal 45  
3 Kekerasan Seksual 
- Perkosaan 
- Pencabulan 
 
285 
290 
Pasal 46  
Pasal 81 
Pasal 82 
4 PenelantaranRumah 
Tangga 
 Pasal 49  
Sumber :Data Sekunder, diolah April 2014 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam menangani kasus-
kasus yang berkaitan dengan KDRT, pihak Polres Jayapura Kota 
menggunakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Selain itu digunakan pula KUHP karena tindak pidana tersebut bisa 
dilakukan oleh orang yang tidak berada dalam lingkup rumah 
tangga.Dalam kasus kekerasan fisik, atau perbuatan yang mengakibatkan 
rasa sakit, jatuh sakit, dan/atau luka berat, selain menggunakan pasal 44 
Undang-undang PKDRT digunakan pula pasal 351-356 KUHP tentang 
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penganiayaan serta pasal 80 UUPA.Hal-hal yang berkaitan dengan 
ketentuan pidana, adalah sebagai berikut: 
1. (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas 
juta rupiah). (b) Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau 
luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah). (c) Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (d) Dalam hal 
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). (P.44) 
2. (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 
lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta 
rupiah). (b) Dalam hal perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 
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rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 
denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (P.45) 
3. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
(pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (P.46) 
4. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual (pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 
sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (P.47) 
5. Dalam hal: 
a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
(pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut). 
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b. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual (pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu). 
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau 
kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus 
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau 
matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak 
berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (P.48) 
Tabel 4.2. 
Data Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Masuk Di 
Unit RPK Polres Jayapura Tahun 2010-2014 
No Jenis KDRT 
Tahun 
Jumlah 
2010 2011 2012 2013 2014 
1 Kekerasan Fisik 50 67 42 29 15 203 
2 Kekerasan Psikis 39 25 12 5 6 87 
3 Kekerasan Seksual 80 60 35 37 17 229 
4 Kekerasan 76 38 55 40 24 233 
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Penelantaran 
Rumah Tangga 
Total 245 190 144 111 62 752 
Sumber : Data Sekunder , diolah April 2014 
Diantara 752 kasus KDRT yang terbanyak tercactat 250 kasus 
KDRT berwujud kasus kekerasan fisik diatur dalam pasl 6 UUP KDRT 
seperti penganiayaan pasal 351 KUHP. Dinyatakan dalam pasal 6 UU-
PKDRT bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatu sakit, atau 
luka berat. Relevansi antara pasal 351 KUHP dengan pasal 6 UU-PKDRT 
adalah akibat yang dituju atau sebagaimana maksud dari pelaku yakni 
menimbulkan rasa sakit, jatu sakit atau luka berat. Seharusnya di dalam 
prakteknya pihak penyidik dalam hal ini Polres Jayapura cenderung 
menggunakan UU-PKDRT. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku 
dalam hukum bahwa “pemberlakuan hukum yang khusus 
mengnyampingkan pemberlakuan hukum yang umum” (Lex specialis 
derogate leg ilex generalis). 
Tabel 4.2. juga menunjukkan tentang khasus kekerasan psikis yang 
berupa “perbuatan tidak menyenangkan” menjadi perngkat kedua dari 
kasus KDRT di Kabupaten Jayapura dengan jumlah 46 (empat pulu 
enam) khasus.Digunakan kategorisasi perbuatan tidak menyenangkan 
sebetulnya tidak terdapat dalam UU-PKDRT dan perbuatan ini diatur 
dalam Pasal 335 yang menyatakan bahwa: 
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1. Diancam dengan pidana penjara panling lama satu tahun atau denda 
paling banyak (empat ribu lima ratus rupiah) 
2. Barang siapa secara melawan hukum memeksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 
memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak 
menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu 
perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baaik 
terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 
3. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 
melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran 
atau pencemaran tertulis. 
4. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya 
dituntut atas pengaduan orang yang terkena. 
Di dalam UU-PKDRT tidak dikenal dengan “tindak pidana 
perbuatan tidak menyanangkan orang lain” tetapi tindak pidana “kekersan 
psikis” sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU-PKDRT yang 
menyenangkan bahwa: 
1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b 
dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 9.000.000; (Sembilan juta rupiah); 
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
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penyakit atau halangan untuk menjalangkan pekerjaan jabatan atau 
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara palin lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 
3.000.000.(tiga juta rupiah). 
Pasal 7 UU-PKDRT menjelaskan yang dimaksud dengan tindak 
pidana kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk tindak pidana KDRT 
adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis pada seseorang” 
Dibandingkan dengan Pasal 45 UU-PKDRT, maka paling tidak ada 3 (tiga) 
unsure penting dalam kekerasan psikis yakni (1) unsure setiap orang; (2) 
unsur yang melakukan perbuatan kekerasan psikis berupa mengakibatkan 
ketakutaan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya,dan/atau penderitaan psikis pada 
seseorang, (3) dalam lingkup rumah tangga. 
Didalam praktek mungkun timbul permasalahan, disebabkan tidak 
ditemukan lebih lanjut tentang pengertian yuridis mengenai kelima bentuk 
perbuatan yang digolongkan dalam kekerasan psikis,yakni (1) perbuatan 
yang menimbulkan ketakutan, (2) perbuatan yang menyimbabkan 
hilangnya rasa percaya diri, (3) perbuatan yang menyebabkanhilangnya 
kemampuan untuk bertindak; (4) perbuatan yang mengakibatkan rasa 
tidak berdaya, dan/atau (5) penderitaan psikis berat. Salah satu bentuk 
KDRT yang dikategorikan sebagai “kekerasan psikis” adalah penderitaan 
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psikis berat, yang didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan pada 
terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan 
konsepsi positif diri dan orang lain, kegagalan menjalangkan fungsi 
manusiawi sampai pada di hayatinya masalah-masalah psikis serius 
seperti depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak 
dengan realitas. Oleh karena UU-PKDRT tidak member pengertian 
normative dari akibat kekerasan psikis tersebut, penegak hukum hanya 
diberi sarana untuk mengkonstruksikan akibat kekerasan psikis tersebut 
dengan menggunakan keterangan ahli dalam bentuk visumet repertum 
psichiatricum. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan 
Pemerntah Nomor4 Tahun 2006 yang menyatakan “ untuk keperluan 
penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et 
repertum dan/atau visum et repertum psichiatricum atau membuat surat 
keterangan medis. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa visum et 
repertum psichiatricum di buat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. 
Bentuk yang ketiga adalah penelantaran rumah tangga yang diatur dalam 
Pasal 9UU-PKDRT. 
Dari kasus-kasus tersebut semuanya mendapatkan penanganan 
yang berbeda dalam proses penyidikannya tergantung dari jenis 
kekerasan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam memperoleh alat bukti 
yang digunakan untuk pembuktian masing-masing jenis kekerasan 
berbeda yaitu dalam kekerasan fisik dan kekerasan seksual diperlukan 
visum et repertum dari pihak rumah sakit, untuk kekerasanpsikis 
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diperlukan keterangan dari psikolog dan untuk penelantaran rumah tangga 
selama ini belum didapatkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku 
penelantaran rumah tangga. Proses penanganan penelantaran rumah 
tangga dilakukan dalam dua proses yaitu proses damai dan proses hukum 
psikis diperlukan keterangan dari psikolog dan untuk penelantaran rumah 
tangga selama ini belum didapatkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat 
pelaku penelantaran rumah tangga. Proses penanganan penelantaran 
rumah tangga dilakukan dalam dua proses yaitu proses damai dan proses 
hukum. Apabila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya 
adalah di luar rumah, namun bagi perempuan faktanya tidak demikian. 
Perempuan dan anak justru lebih banyak yang mengalami kekerasan 
dalam lingkup rumah tangga, baik dalam kaitannya dengan perannya 
sebagai istri atau anggota keluarga lain. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari pembahasan dalam penelitian dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum secara yuridis terhadap kekerasan dalam rumah 
tangga di Kota Jayapura. Perlindungan hukum terhadap kasus 
kekerasan, bardasarkan surat Kepolisian No. SKET/17/VI/2014/ 
RESKRIM, tentang perlindungan hukum terhadap istri di atur dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, kitab undang-
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undang hukum pidana pasal 356 KUHP, dalam undang undang 
perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) pasal 24 PP No 9 Tahun 1975 
pasal 19 huruf d dan  undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Undang- undang No 23 Tahun 2004). Dan secara 
menyeluruh bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam 
rumah tangga lebih banyak diatur dalam undang-undang No. 23 Tahun 
2004. 
2. Peranan aparat penegakan hukum dalam perlindungan hukum 
terhadap kekerasan dalam rumah tangga akibat minuman keras di 
Kota Jayapura adalah peranan aparat penegak hukum melakukan 
perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana kekerasan 
sesuai dengan perbuatan masing-masing kasus KDTR. Berdasarkan 
ketentuan pasal 102 KUHAP. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. Terhadap 
tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyelidik 
wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik 
sedaerah hukum. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan 
oleh pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga 
pengadilan menjatuhkan sesuai dengan ketentuan pidana. 
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